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BRIN: Riset Kita tak
Mampu Berkompetisi

BRIN dan peleburan lembaga riset untuk
memecahkan masalah fundamental riset.

B RONGGO ASTUNGKORC

JAKARTA — Kepala Badan Riset
dan [novasi Nasional (BRIN), Laksa-
na Tri Handoko, mengaku tidak hisa
mengomentari surat terbuka vang di-
keluarkan oleh Aliansi Anak Bangsa
Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa. la
mengatakan, revisi Peraturan Presi-
den (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021
tentang BRIN merupakan kewenang-
an Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, fa menanggapi usulan
untuk mengembalikan tugas BRIN
sesuai Undang-Undang Sistem mu
Pengetahuan dan Teknologi (UU
Sisnas Iptek), yakni menjalankan
fungsi koordinatif. Handoko menilai
usulan tersebut tidak masuk akal.

Sebab, tujuan utama pembentu-
kan BRIN adalah untuk memperbai-
ki massa kritis sumber daya riset In-
donesia yang sangat rendab. "Critical
mass sumber daya riset kita vang
sangat rendah sehingga kita tidak
mampu berkompetisi, atau memfasi-
litasi pelaku usaha untuk masuk ke

riset,” kata Handoko, Senin (10/1):

Dia mengatakan: BRIN dan in-
tegrasi unit riset kementerian/lem-
baga sejak awal ditujukan untuk me-
mecahkan masalah fundamental ri-
set Indonesia yang praktis tidak ber-
werak seluma 50 tahun terakhir. Ma-
salah ity adalah adanva dominasi pe-
merintah dalam aktivitas dansumber
daya riset, baik manusia, infra-
struktur, ataupun anggaran.

"Sumber daya tersebut diecer-
veer ke terlalu banyak unit riset di 74
kementerian/lembaga sehingga cri-
tical mass sangat rendah di setiap
unit dan tidak memiliki kapasitas
dan kompetensi untuk berkompetisi
secara global, Padahal, riset adalah
kompetisi global.” kata dia.

Dia menilai, dengan penginteg-
rasian vang dilakukan ke BRIN, pe-
ngonsolidasian sumber daya riset
dapal langsung dilakukan. Dengan
demikian, sumber dava riset bisa
dimanfaatkan untuk menjadi fasi-
litator dan enabler bagi semua pihak,
khususnya nonpemerintah, untuk

bisa masuk ke riset tanpa harus me-
nanggung investasi dan risiko yang
terlalubesar. Karena, riset itu mahal
dan berisiko.

Handoko menerangkan, BRIN
sudah melakukan proses integrasi.
Proses tersebut dimulai dengan
pengintegrasian lima entitas pada 1
September 2021, 28 entitas dari ke-
menterfan/lembaga pada 1 Januari
2022, danenam kementerian sisanya
pada 31 Januari 2022. "Total ada 39
kementerian/lembaga vang diinteg-
rasikan," kata Handoko.

Dengan integrasi ini, kata dig,
BRIN memiliki kapasitas dankompe-
tensi yang jauh lebih kuat untuk men-
Judi fasilitator dan enabler. Menurut
dia, BRIN sudah meluncurkan berba-
gai skema fasilitast dan pendanaan un-
tuk publik agar bisa masuk ke aklivitas
riset secara terbuka dan kompetitif.

Kisruh peleburan lembaga riset
ke BRIN pada awal tahun ini telah
memasuki tiga babak, Pertama, nasib
para peneliti pada Lembaga Biologi
Molekuler (LBM) Eijkinan,

Kedua, para pegawai pemerintah
non-PNS (PPNPN) mengadu ke
Komnas HAM, Ketiga, surat terbuka
dan petisi change.org vang mendo-
rong presiden merevisi kebijakannva.

Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset
dan Kemajuan Bangsa mengeluarkan
sural terbuka yang meminta Presi-
den Joko Widodo untuk menjadikan
BRIN sebagai koordinator riset di
Indonesia dan tak perlu meleburkan
herbagai lembaga riset yang ada.

Aliansi meminta lembaga pene-
litian vang dilebur tersebut dikem-
halikan seperti semula, Sebab, ke-
bijakan ini berpotensi mengakibat-
kan hilangnya peneliti, vang di-
prediksi sekitar 1.500-1.600 peneliti
non-PNS.

Anggota Komisi VI DPR RI Mul-
yanto meminta Presiden Joko Wi-
dodo memperhatikan aspirasi yang
disampaikan para tokoh, guru besar,
dan peneliti terkait peleburan lemba-
gariset ke BRIN. Mulyanto meminta
Presiden untuk menjeda proses
peleburan tersebut dan mengkaji
ulang rencana peleburan fembaga
penelitian ke dalam BRIN.

"Presiden jangan cuek dan nekat
melanjutkan proses peleburan lem-
haga penelitian ini ke BRIN karena
saal ini saja sudah banyak masalah
yang terjadi, mulai dari aspek ke-
lembagaan, anggaran, hingga peng-
aturan SDM," kata Mulyanto,
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